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A B S T R A K 

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi nilai toleransi dalam ruang privat 
politik melalui fenomena perundungan rumah di kalangan anggota DPR-RI 
sebagai cerminan krisis moral dan kemerosotan etika publik di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian 
kepustakaan yang bersifat analitis dan interpretatif, penelitian ini 
memadukan teori kekuasaan Michel Foucault, teori habitus Pierre 
Bourdieu, dan etika Pancasila untuk menyingkap bagaimana relasi 
dominatif di ruang publik menjalar ke ranah domestik dan menormalisasi 
perilaku otoriter di kalangan elite politik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perundungan rumah bukanlah persoalan individual, melainkan 
produk dari reproduksi kekuasaan struktural dan lemahnya internalisasi 
nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, rekonstruksi nilai 
toleransi menuntut reformasi etika politik yang humanis dan akuntabel 
melalui pendidikan moral-politik reflektif, pembenahan kelembagaan etika 
DPR-RI, serta penguatan kontrol sosial masyarakat sipil demi menegakkan 

budaya politik yang berkeadaban, egaliter, dan selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila.  
 
A B S T R A C T 

This study examines the reconstruction of tolerance values in the private political sphere through the 
phenomenon of domestic bullying among members of the Indonesian House of Representatives (DPR-RI) as a 
reflection of the moral crisis and the decline of public ethics in Indonesia. This study uses a descriptive 
qualitative approach based on analytical and interpretive literature reviews. This study combines Michel 
Foucault's theory of power, Pierre Bourdieu's theory of habitus, and Pancasila ethics to reveal how dominating 
relations in the public sphere spread to the domestic sphere and normalize authoritarian behavior among the 
political elite. The results of the study indicate that domestic bullying is not an individual problem, but rather 
a product of the reproduction of structural power and the weak internalization of just and civilized 
humanitarian values. Therefore, the reconstruction of tolerance values demands a reform of humanistic and 
accountable political ethics through reflective moral-political education, improvements to the DPR-RI's ethical 
institutions, and strengthening social control of civil society to uphold a civilized, egalitarian political culture 
that is in line with the principles of Pancasila.  
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1. Pendahuluan 

Dalam konteks politik Indonesia kontemporer, munculnya fenomena perundungan rumah 
di kalangan anggota DPR-RI mengindikasikan adanya krisis etika politik dan kemunduran 
moralitas publik yang berakar pada lemahnya internalisasi nilai Pancasila, khususnya prinsip 
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kemanusiaan yang adil dan beradab. Krisis ini tidak hanya terjadi pada tataran personal, tetapi 
mencerminkan kegagalan sistemik dalam membangun habitus politik yang berkeadaban. Dalam 
pandangan etika publik, perilaku privat pejabat publik sejatinya menjadi refleksi dari karakter 
moral dan tanggung jawab sosial mereka sebagai representasi rakyat (Fadlail, 2024; Himawan et 
al., 2024; Syahputra Sihombing et al., 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa batas antara 
ruang publik dan privat dalam politik tidak lagi bersifat tegas, melainkan saling berkelindan dalam 
membentuk citra dan perilaku kekuasaan. 

Relasi kuasa yang bersifat hierarkis di kalangan elit politik sering kali berimplikasi pada 
reproduksi dominasi hingga ke ranah domestik. Menurut teori habitus Pierre Bourdieu, pola 
perilaku dominatif yang terbentuk dalam ruang publik akan terbawa ke ranah privat sebagai hasil 
internalisasi struktur sosial-politik yang timpang. Dalam konteks Indonesia, budaya patriarkis 
dan feodalisme politik memperkuat kecenderungan tersebut (Iriansyah, 2017; Surahman, 2021). 
Studi empiris di parlemen Asia menunjukkan bahwa kekerasan simbolik dan psikologis terhadap 
keluarga pejabat publik sering kali dipicu oleh pola kepemimpinan otoriter dan disonansi moral 
antara etika publik dan perilaku personal (Mas’udah, 2023; Lestari et al., 2025). 

Fenomena perundungan rumah di kalangan anggota DPR-RI memperlihatkan adanya 
bentuk reproducible power relations yang menegaskan penggunaan otoritas politik sebagai 
sumber dominasi dalam ruang privat. Kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui institusi formal, 
tetapi juga melalui jaringan relasi interpersonal yang menormalisasi praktik subordinasi (Hannan 
& Abdillah, 2019). Akibatnya, perilaku perundungan sering dianggap “urusan pribadi” dan lolos 
dari mekanisme pengawasan etik lembaga legislatif. Dalam konteks ini, politik domestik para elite 
menjadi cermin dari krisis refleksi etis dan lemahnya sistem kontrol institusional. 

Dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, praktik perundungan tersebut merupakan bentuk 
pengingkaran terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Idealnya, nilai toleransi yang 
terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dalam setiap relasi sosial, baik 
publik maupun privat. Secara teoretis, integrasi antara Pancasila, teori kekuasaan Foucault, dan 
teori habitus Bourdieu menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami serta 
merekonstruksi etika politik yang humanis dan reflektif. Pendekatan ini menuntut transformasi 
budaya politik melalui pendidikan moral-politik, reformasi kode etik legislatif, dan pembentukan 
mekanisme kontrol sosial yang partisipatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa parlemen dengan 
sistem etik transparan dan akuntabel cenderung memiliki tingkat pelanggaran etika yang lebih 
rendah (Farhan & Jaelani, 2025). Oleh karena itu, rekonstruksi nilai toleransi tidak cukup berhenti 
pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam desain kelembagaan dan habitus politik 
yang konsisten. 

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi analisis etika Pancasila dengan teori 
kekuasaan mikro dan habitus sosial untuk membaca ulang fenomena perundungan rumah di 
kalangan elit politik sebagai refleksi krisis moral politik kontemporer. Pendekatan ini berbeda 
dari studi sebelumnya yang hanya menyoroti aspek hukum atau gender semata, karena penelitian 
ini menempatkan toleransi sebagai prinsip epistemik dan praksis politik. Dengan demikian, 
penelitian ini tidak hanya memperluas horizon kajian etika politik Indonesia, tetapi juga 
menawarkan paradigma baru dalam membangun ruang privat politik yang berkeadaban, egaliter, 
dan selaras dengan nilai kemanusiaan universal sebagaimana diajarkan Pancasila. 
 
2. Metode 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam rekonstruksi nilai toleransi 
dalam ruang privat politik melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian 
kepustakaan (library research) yang bersifat analitis dan interpretatif. Pemilihan metode ini 
didasarkan pada kebutuhan untuk menelusuri konstruksi teoretik dan empiris yang relevan 
dengan fenomena perundungan rumah di kalangan anggota DPR-RI (Reasoning). Sumber data 
terdiri dari literatur primer seperti jurnal yang membahas isu etika politik, kekuasaan privat, dan 
nilai Pancasila, serta literatur sekunder berupa buku ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen 
kebijakan terkait. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis pada basis data Scopus, 
DOAJ, dan Google Scholar, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi 
tematik, dan sintesis konseptual untuk menemukan keterhubungan antara etika politik dan 
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praktik kekuasaan domestik. Validitas hasil diperkuat dengan triangulasi teori dan sumber agar 
analisis yang dihasilkan komprehensif, kredibel, dan sesuai dengan prinsip ilmiah penelitian 
sosial (Snyder, 2019; W.Cresswell, 2007). 

 
3. Hasil dan pembahasan 

Kajian kepustakaan ini menegaskan bahwa praktik perundungan di ruang privat anggota 
DPR-RI bukan sekadar masalah personal, tetapi mencerminkan kegagalan internalisasi nilai-nilai 
Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta semangat persatuan dalam 
keberagaman. Ketika nilai-nilai toleransi dan keadaban hanya dipahami sebagai simbol formal 
tanpa penghayatan etis yang mendalam, maka muncul kesenjangan antara citra publik dan 
perilaku privat para elite politik. Studi-terkini mengindikasikan bahwa dalam lingkungan politik 
Indonesia terdapat kekosongan mekanisme institusional yang memadai untuk menumbuhkan 
etika reflektif dan tanggung-jawab moral; hal ini memicu disonansi moral dan perilaku 
disfungsional yang pada hakikatnya merupakan krisis moral-politik (Silalahi et al., 2025; Sahide 
et al., 2022). Dengan demikian, fenomena perundungan di kalangan anggota DPR-RI perlu dilihat 
sebagai sinyal perlunya rekonstruksi nilai toleransi yang bersifat praksis menjadikan toleransi 
bukan sekadar jargon normatif tetapi pedoman hidup dan perilaku politik berkeadaban dalam 
konteks demokrasi Indonesia kontemporer. 

Analisis konseptual ini menunjukkan bahwa relasi kuasa politik masuk ke ranah privat 
sehingga jabatan dan pengaruh publik dapat dipakai untuk mereproduksi kontrol, subordinasi, 
dan intimidasi dalam rumah tangga. Mekanisme ini dijelaskan oleh literatur kekuasaan mikro dan 
konsep habitus, yang menandakan pergeseran teknik kontrol dari institusi formal ke relasi 
interpersonal menjadikan perundungan rumah sebagai bentuk reproducible power relations 
serta pengalaman berulang dalam struktur politik hierarkis yang membentuk disposisi dominatif 
pada agen politik (Guttchen, 1969; Morales, 2008). Bukti empiris regional dan nasional selama 
2020–2024 mendukung hubungan ini: studi politik dan gender menunjukkan bagaimana 
normalisasi dominasi di arena publik berkorelasi dengan meningkatnya risiko kekerasan 
interpersonal di tingkat rumah tangga, sementara penelitian lapangan Indonesia mengaitkan pola 
patriarki dan budaya kekuasaan elit dengan frekuensi serta intensitas perundungan (Toha et al., 
2021; White et al., 2023; Martitah et al., 2024). Dengan demikian, perundungan dalam rumah 
tangga anggota elit politik mesti dipahami sebagai reproduksi logika dominasi struktural yang 
memerlukan rekonstruksi kultur kekuasaan bukan sekadar reformasi hukum agar norma egaliter 
benar-benar berfungsi sebagai pedoman praksis dalam kehidupan privat dan publik. 

Fenomena disonansi etika publik di kalangan elit politik Indonesia menandai ketimpangan 
antara klaim moral yang menonjolkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku privat yang justru 
menampilkan praktik intoleransi dan kekerasan. Kondisi ini mencerminkan kegagalan 
internalisasi nilai toleransi dalam membentuk habitus politik yang beradab, di mana struktur 
kekuasaan yang hierarkis melahirkan disposisi dominatif yang terbawa hingga ranah privat 
(Schirato & Roberts, 2020). Studi terkini menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai 
egaliter di kalangan elit memperburuk disonansi etika ini dan berdampak pada menurunnya 
legitimasi moral serta kepercayaan publik terhadap institusi politik (White et al., 2023). Dalam 
konteks nasional, bahwa kurangnya praktik nilai Pancasila dalam budaya kekuasaan memperkuat 
polarisasi moral antara ranah publik dan privat. Karena itu, rekonstruksi nilai toleransi berbasis 
Pancasila menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun etika politik yang konsisten antara 
representasi publik dan perilaku personal. 

Analisis tematik menunjukan bahwa relasi kekuasaan politik dan praktik perundungan 
privat berakar dalam tiga pola yang saling memperkuat: pola reproduksi kuasa di mana jabatan 
publik menjadi sumber otoritas domestik; pola normalisasi perilaku yang mentransformasikan 
perilaku dominatif menjadi “cara” memimpin keluarga; dan pola impunitas simbolik di mana 
status publik menghalangi sanksi sosial atau hukum terhadap pelaku, sehingga menciptakan 
ekosistem yang memungkinkan perundungan terus berlanjut. Kajian empiris di Indonesia 
mengonfirmasi bahwa tanpa mekanisme etika kelembagaan yang mengatur perilaku privat 
anggota parlemen, tindakan yang melanggar norma kemanusiaan cenderung ditolerir atau 
dipersempit ruangnya, sehingga struktur sosial patriarkis dan hierarki politik mendorong 
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dialektika negatif antara struktur sosial dan tindakan individual (Suwandana & Dewi, 2024). 
Dengan demikian, fenomena ini bukan sekadar kegagalan individu melainkan mencerminkan 
krisis moral-politik struktural yang membutuhkan transformasi kultur kekuasaan dan 
internalisasi nilai toleransi sebagai fondasi etis politik dan kehidupan privat. 

Dari sudut pandang normatif berdasarkan nilai-Pancasila menunjukkan bahwa krisis 
toleransi di ruang privat elit politik merupakan pengingkaran asas bahwa penyelenggaraan 
kekuasaan mesti berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara ideal Pancasila tidak 
hanya berfungsi sebagai fondasi simbolik melainkan mendorong pembentukan karakter politik 
yang menghormati martabat manusia dalam setiap relasi sosial, termasuk ranah rumah tangga, 
sehingga kosongnya internalisasi nilai ini memungkinkan ranah privat politisi menjadi arena 
intoleransi dan kekerasan. Kebutuhan rekonstruksi toleransi yang tidak cukup diarahkan pada 
retorika atau kebijakan tunggal, melainkan harus meliputi pendidikan karakter, program 
pembinaan etika berkelanjutan dalam lembaga legislatif, serta desain kelembagaan yang 
menghubungkan akuntabilitas privat dan publik sementara penelitian nasional seperti (Fitria & 
Tanggok, 2020) menyampaikan bahwa implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata 
masih lemah, dan riset internasional seperti (Intan & Bangun, 2022) menyoroti bahwa pluralisme 
berprinsip di Indonesia menuntut realisasi nilai bukan sekadar deklarasi. Dengan demikian, 
implikasi kebijakan menuntut pembacaan ulang regulasi etika internal DPR RI dan mekanisme 
perlindungan keluarga anggota legislatif agar terjadi sinkronisasi antara kewajiban moral dan 
hukum, serta memperkuat intervensi multidimensi berbasis Pancasila untuk menegakkan etika 
politik yang berkesinambungan di ranah privat dan publik. 

Rekonstruksi nilai toleransi dalam ruang privat politik menuntut pendekatan terpadu 
melalui pendidikan moral-politik bagi elite, reformasi institusional, dan penguatan kontrol sosial 
oleh masyarakat sipil serta media. Pendidikan moral-politik perlu diarahkan pada pembentukan 
kesadaran etik reflektif berbasis pengalaman, empati, dan deliberasi publik yang menempatkan 
martabat manusia sebagai pusat nilai. Di sisi kelembagaan, DPR-RI harus memperkuat kode etik 
dengan pengawasan independen, mekanisme pelaporan yang aman, serta sanksi etik yang jelas 
agar mencegah pelanggaran dan menjaga legitimasi publik. Studi mutakhir menunjukkan bahwa 
parlemen dengan sistem etik yang transparan dan partisipatif cenderung memiliki tingkat 
pelanggaran etika lebih rendah serta kepercayaan publik yang lebih tinggi (Huang & Sheng, 2022; 
Suwandana & Dewi, 2024). 

Kekerasan dan pelecehan di parlemen kini menjadi perhatian global karena mencerminkan 
ketimpangan gender dan lemahnya etika politik dalam ruang legislatif. Studi internasional 
menunjukkan bahwa perempuan politisi di Asia-Pasifik kerap mengalami kekerasan psikologis, 
pelecehan seksual, serta intimidasi daring yang berdampak pada menurunnya partisipasi politik 
dan kualitas deliberasi publik (Inter-Parliamentary Union., 2025; van der Vegt, 2024). Fenomena 
serupa juga ditemukan di Jepang dan Malaysia, di mana struktur politik yang patriarkal 
memperkuat praktik diskriminasi dan perundungan berbasis gender (Dalton, 2019: Rozana 
Abdullah, 2021). Kondisi ini menegaskan bahwa politik bukan ruang netral, melainkan arena yang 
sarat relasi kuasa dan bias gender. Oleh karena itu, rekonstruksi nilai toleransi dalam kerangka 
Pancasila perlu menekankan kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 
untuk membangun budaya politik yang inklusif dan berkeadaban. 

Integrasi perspektif Pancasila, teori kekuasaan Foucault, dan teori habitus Bourdieu 
menegaskan bahwa rekonstruksi etika politik di parlemen harus berlandaskan nilai kemanusiaan, 
tanggung jawab publik, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip toleransi sebagai 
wujud praksis Pancasila perlu diimplementasikan melalui pedoman etik legislatif yang menuntut 
tindakan proaktif dalam mencegah kekerasan dan pelecehan politik, bukan sekadar larangan 
normatif (Franky Rengkung, 2020). Dalam kerangka teori kekuasaan Foucault, pengawasan etis 
harus diwujudkan melalui restorative justice dan refleksi moral institusional guna mencegah 
penyalahgunaan otoritas (Aliano & Adon, 2023). Sementara itu, menurut teori habitus Bourdieu, 
reformasi budaya politik menuntut pembentukan habitus legislatif baru melalui pendidikan 
moral, pelatihan etika, serta pelibatan masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal (Sidhu, 2017). 
Bukti empiris dari studi (IPU, 2018; Johnson-Myers, 2023) menunjukkan bahwa kombinasi antara 
regulasi internal yang kuat dan kontrol eksternal independen terbukti efektif menurunkan 



Ganesha Civic Education Journal, Vol. 7, No. 2, Oktober 2025, pp. 97-105 101 
 

Agustan  / Merekonstruksi Nilai Toleransi Dalam Ruang Privat Politik: Kajian Fenomena Perundungan Rumah Di Kalangan Anggota 
DPR-RI Indonesia  

pelanggaran etika serta memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, integrasi nilai 
Pancasila, disiplin kekuasaan reflektif, dan habitus partisipatif menjadi dasar konseptual yang 
konkret dalam memperkuat sistem etika politik yang humanis, akuntabel, dan berkeadaban di 
lembaga legislatif Indonesia. 

Rekonstruksi nilai toleransi dalam ruang privat politik memerlukan sistem pemantauan dan 
evaluasi yang berkelanjutan agar tidak berhenti pada tataran simbolik. Pendekatan berbasis 
indikator yang jelas seperti perubahan sikap, penurunan insiden kekerasan domestik di kalangan 
pejabat publik, serta peningkatan kepuasan publik terhadap etika parlemen merupakan elemen 
penting untuk mengukur efektivitas kebijakan (Crompton et al., 2020; Hermawanto et al., 2025) 
Penelitian menunjukkan bahwa intervensi nilai yang disertai dengan mekanisme monitoring 
independen, evaluasi kualitatif dan kuantitatif, serta penerapan sanksi administratif yang tegas 
mampu menghasilkan perubahan perilaku politik yang lebih konsisten dengan nilai kemanusiaan 
(Negash & Hassan, 2024). Oleh karena itu, desain kebijakan etika di DPR-RI perlu 
mengintegrasikan sistem pelaporan yang transparan, pelatihan berbasis refleksi moral, serta 
audit etik periodik berbasis bukti, agar proses internalisasi nilai toleransi benar-benar terukur 
dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat integritas lembaga, tetapi juga 
menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya politik yang lebih humanis dan 
berkeadaban. 

Rekonstruksi nilai toleransi dalam kerangka Pancasila merupakan proyek transformatif 
yang menuntut komitmen politik jangka panjang, dukungan publik, dan penguatan kapasitas 
institusional agar perubahan nilai tidak berhenti pada tataran simbolik. Transformasi ini hanya 
dapat terjadi jika horizon budaya dan disposisi moral para elite politik turut dibentuk melalui 
pendidikan etika yang reflektif, reformasi mekanisme rekrutmen yang menempatkan integritas 
moral sebagai prasyarat utama, serta penerapan transparansi kelembagaan untuk mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan (Rofidah, 2017; Ashifa & Dewi, 2021). Penelitian kebijakan 
menunjukkan bahwa negara yang berhasil menekan praktik korupsi dan penyimpangan 
kekuasaan tidak hanya memperkuat aspek penegakan hukum, tetapi juga mereformasi norma 
sosial dan budaya politik melalui pembelajaran nilai dan keteladanan institusional (Siswantara, 
2023; Widiaswari, 2022; Awaluddin & Agustan, 2023). Oleh karena itu, rekonstruksi toleransi 
berbasis Pancasila tidak semata memerlukan instrumen hukum, melainkan juga reformasi moral-
politik yang membangun keadaban publik, memperkuat budaya reflektif, dan menegaskan 
kembali nilai kemanusiaan sebagai inti praksis kekuasaan di Indonesia. 

Fenomena perundungan rumah di kalangan anggota DPR-RI merefleksikan krisis nilai 
toleransi dalam ruang privat politik yang berakar pada distorsi kekuasaan, lemahnya etika publik, 
dan budaya impunitas yang masih mengakar dalam sistem politik Indonesia. Penanganan 
persoalan ini harus dilakukan secara multidimensi dengan mengintegrasikan pendekatan moral, 
sosial, dan institusional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Secara moral, penting untuk 
merevitalisasi kesadaran etis dan tanggung jawab personal pejabat publik melalui pendidikan 
karakter politik berbasis Pancasila (Agustan et al., 2024 ; Prasetyo, 2023; Rahman & Irayanti, 
2025). Secara sosial, perlu dilakukan transformasi budaya politik yang menolak normalisasi 
kekerasan simbolik dan praktik intoleransi, sebagaimana ditegaskan dalam studi (Mietzner, 2021; 
Molaei, 2014). bahwa politik toleransi hanya dapat tumbuh dalam sistem sosial yang menjunjung 
keadaban publik. Sementara secara institusional, pembenahan sistem hukum dan penegakan 
disiplin etika harus diperkuat agar perilaku politik yang melanggar norma tidak lagi dibiarkan 
atas nama kekuasaan (Nani et al., 2025). Dalam kerangka teoretik, Pancasila memberikan 
landasan epistemik dan normatif untuk memulihkan nilai toleransi sebagai inti etika politik 
kebangsaan yang memadukan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial (Utaminingsih et al., 
2023; Destine & Sihombing, 2023). Dengan demikian, rekonstruksi nilai toleransi bukan hanya 
agenda moral, melainkan juga strategi politik kebangsaan yang bertujuan mengubah wacana 
menjadi habitus politik yang selaras dengan cita ideal Pancasila. 
 
4. Simpulan dan saran 

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perundungan rumah di kalangan Anggota 
DPR-RI merupakan manifestasi dari krisis moral dan kegagalan internalisasi nilai Pancasila, 



Ganesha Civic Education Journal, Vol. 7, No. 2, Oktober 2025, pp. 97-105  102 

GANCEJ. P-ISSN: 2714-7967 | E-ISSN: 2722-8304 

khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kehidupan politik dan pribadi para 
wakil rakyat. Relasi kuasa yang terbentuk di ruang publik menjalar ke ranah domestik, 
menghasilkan pola dominasi dan impunitas yang menormalisasi kekerasan simbolik dalam 
rumah tangga pejabat publik. Integrasi antara teori kekuasaan Foucault, habitus Bourdieu, dan 
etika Pancasila mengungkap bahwa praktik perundungan ini merupakan reproduksi kekuasaan 
struktural yang memerlukan rekonstruksi nilai-nilai moral, sosial, dan kelembagaan secara 
simultan. Dengan demikian, rekonstruksi nilai toleransi tidak dapat berhenti pada wacana 
normatif, tetapi harus diwujudkan dalam reformasi etika politik yang humanis, akuntabel, dan 
berkeadaban. Upaya ini penting untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai fondasi praksis 
kekuasaan yang menjunjung martabat manusia, kesetaraan gender, serta keadilan sosial dalam 
kehidupan politik Indonesia. 

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, 
perlunya pendidikan moral-politik reflektif bagi anggota legislatif dan elite politik agar toleransi 
menjadi nilai hidup yang diinternalisasi, bukan sekadar jargon retoris. Kedua, reformasi 
kelembagaan etika DPR-RI perlu dilakukan melalui pembentukan badan etik independen, 
mekanisme pelaporan yang aman, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran moral-
privat yang berimplikasi publik. Ketiga, partisipasi masyarakat sipil dan media harus diperkuat 
sebagai mekanisme kontrol eksternal yang berperan dalam menjaga transparansi dan 
akuntabilitas etika politik. Keempat, penelitian lanjutan berbasis empiris disarankan untuk 
mengukur tingkat keberhasilan internalisasi nilai toleransi dan efektivitas sistem pengawasan 
etik legislatif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rekonstruksi nilai toleransi dalam 
ruang privat politik tidak hanya menjadi proyek akademik, tetapi juga menjadi gerakan moral dan 
kebijakan nyata yang memperkuat budaya politik berkeadaban sesuai dengan cita ideal Pancasila. 
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